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SALINAN

LAY

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 99 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16

5

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organiasasi pada
Instansi  Pemerintah  untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka perlu menyesuaikan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Subang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Subang tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Ngara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);



Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahu 2017 Nonor 7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahu 2021
Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Subang;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Subang;

3. Bupati adalah Bupati Subang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga  perwakilan rakyat daerah  yang
berkedudukan  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten;

6. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Subang;

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi;



8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan
yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB 1I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang
dalam = melaksanakan  tugasnya  secara  teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Bagian Umum, membawahkan :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi
kelompok jabatan fungsional;

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
membawahi kelompok jabatan fungsional;

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
membawahi kelompok jabatan fungsional,

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB 111
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang

diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SUBANG,

tt

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,
tt

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
/KEE}ELA BAGIAN HUKUM,
//,L

R ¥ONO. SH.. M.H.

NI mpembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003




LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 99 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN
DPRD

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
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RUHIMAT



